
 
 
 

 
 

QANUN 

KABUPATEN BIREUEN 

NOMOR   3   TAHUN  2014 
 

TENTANG 
 

KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI  
KABUPATEN BIREUEN 

 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 
 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI BIREUEN, 
 
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 
Kep.293/Men/IX/2009 tentang Penetapan Lokasi Kota 
Terpadu Mandiri (KTM) dikawasan Transmigrasi 
dinyatakan KTM adalah suatu program yang 
dikembangkan dalam rangka mempercepat 
pengembangan suatu wilayah; 

 
b. bahwa dalam rangka mempercepat pembangunan 

terutama di kawasan yang masih tertinggal serta untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten 
Bireuen dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu 
dikembangkan suatu Kawasan Kota Terpadu Mandiri 
dalam Kabupaten Bireuen; 
 

c. bahwa pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri 
dalam Kabupaten Bireuen dilaksanakan secara 
bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur 
dengan program terpadu dari setiap sektor; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
membentuk suatu Qanun Kabupaten Bireuen yang 
mengatur tentang Kawasan Kota Terpadu Mandiri 
Kabupaten Bireuen. 

 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2043); 
 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5050); 

 
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 
 

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3963); 

 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 

 
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 
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9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725);  

 
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5050); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 
 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelengggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

 
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38); 

 
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bireuen Tahun 2012-2032. 

 
  Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN 
dan 

BUPATI BIREUEN 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : QANUN TENTANG KAWASAN KOTA TERPADU MANDIRI 

KABUPATEN BIREUEN. 
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BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen. 
 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara 
urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 
sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. 

 
3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut 

Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati 
dan Perangkat Daerah Kabupaten. 

 
4. Bupati adalah Bupati Bireuen. 

 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya 

disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten Bireuen. 

 
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah 

selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen. 
 

7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut 
Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati 
dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri 
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, 
Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bireuen. 

 
8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan 

sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur 
penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat 
Kabupaten. 

 
9. Kota Terpadu Mandiri yang selanjutnya disingkat KTM 

adalah suatu Kawasan yang Pembangunan dan 
Pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan 
yang mempunyai fungsi perkotaan melalui Pengelolaan 
sumber daya alam yang berkelanjutan. 

 
10. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri 
yang dipimpin oleh Keuchiek. 

 
11. Kawasan adalah wilayah atau kesatuan geografis yang 

pemanfaatan ruangnya untuk suatu fungsi utama tertentu. 
 
 



5 
 

12. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah      
pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi 
kebutuhan generasi sekarang tanpa meninggalkan 
degradasi lingkungan untuk generasi yang akan datang. 

 
BAB II 

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH 
 

Pasal 2 
 
Dengan Qanun ini dibentuk Kawasan Kota Terpadu Mandiri 
Harus Muda Jaya Kabupaten Bireuen yang meliputi 5 (lima) 
Kecamatan, sebagai berikut : 
a. Kecamatan Peudada; 
b. Kecamatan Peulimbang; 
c. Kecamatan Jeunieb; 
d. Kecamatan Pandrah; dan  
e. Kecamatan Simpang Mamplam. 

 
Pasal 3 

 
(1) Kawasan pengembangan KTM sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 terdiri dari:  
a. Kecamatan Peudada meliputi : 

1. Gampong Cot Krut. 
2. Gampong Alue Gandai. 
3. Gampong Jaba. 
4. Gampong Alue Keutapang. 
5. Gampong Lawang. 
6. Gampong Ara Bungong. 
7. Gampong Blang Beruru. 

 
b. Kecamatan Peulimbang meliputi : 

1. Gampong Garap. 
2. Gampong Balee Daka. 

 
c. Kecamatan Jeunieb meliputi : 

1. Gampong Paya Bili. 
2. Gampong Alue Seutui. 
3. Gampong Blang Neubok. 
4. Gampong Jeumpa Sikureung. 
5. Gampong Blang Poroh. 
6. Gampong Alue Lamsaba. 

 
d. Kecamatan Pandrah meliputi : 

1. Gampong Samagadeng. 
2. Gampong Panton Bili. 
3. Gampong Cot Leubeng. 

 
e. Kecamatan Simpang Mamplam meliputi: 

1. Gampong Paku. 
2. Gampong Lhok Tanoh. 
3. Gampong Krueng Meuseugop. 
4. Gampong Ie Rhob Timu. 
5. Gampong Ie Rhob Barat. 


